PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGALU
NOMOR 18 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS!
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintan Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ientang Orgonisasi Perongkat
Caerah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun
2007 tentang Qrganisosi Perangkat Daerah, maka dipandang periu
pengtaon kembdli terhadap Organisasi - Sekretanal  Daerah
Kabupaoten Sanggau:

c. babwa untuk maoksud huryf b diatas, perlu penetapan kembali
Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten
Sanggau dalam suaty Peraturan Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tanun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Taghun
1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambaohan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentanyg Pokok-Pokok
Kepegawdaian {lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
3044 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negora (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahon Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentong Pembentukan
Peraturagn Perundang-undangan {Lembaran  begara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negora
Republik iIndonesia Nomor 4389},
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lemmbaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128,
Tambohan Lembaron Negar Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah divbah dengon Undang-Undang Nomaor 8 Tahun
2005 tentang Penelapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 fenlang Pemerintahan Daerch menjodi
Undang-Undang [ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintoh Pusal dan Daerah {Lembaran Nagor
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaron
Negoro Republik Indonesia Nomor 4438}

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor ¢ tahun 2003 tentong
Wewenang Pengangkalan, Pemindaohan dan Pemberhentian
Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 15, Tambahon Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4243);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan don
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daeroh  [Lemboran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemeriniah Nomor 38 Tahun 2007 tentong Pembagion
Urusan Pemertiniahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Koto {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negora
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007

tentang Orgonisasi Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tombahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741});

11. Peraturan Menteri Dolam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ientang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggou Nomor 11 Tahun 2004 tentang

Pokok-pokok Pengelolaan Kevangon Daerah;

13, Peroturan Daerah Kabupaien Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 teniang

Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN
BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU  TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISAS! SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SANGGALU.
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BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddlam Peraturan Daerah int yang dimaksud dengan

a.
b.
c,

ok

Daerch adalch Kabupaten Sanggau.

Kepala Daerah adalah Bupali Sanggau:

Oewan Perwakilan Rakyat Daeroh yang selanjuinya disingkot DPRD adalah Lembaga
Perwdakilan Rakyat Dasrabh sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daoerah;
Pernerinichan Daerch adglah penyelenggaraon urusan parmerinfahan oleh Pemerinigh
Daerah dan DPRD rmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnyd dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagamana
dimaksud ddalam Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;
Pemerintah Dgerah gdaoloh Gubernur. Bupati atauv Walikota dan Perangkot Daeroh
sebagai penyelenggaro pemaerintahan daeroh:

Perangkat Daerch adalah unsur membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan daergh yang terdiri dar sekretariat daerah. sekretariat DPRD, dinos daegrah,
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan:

Sekretarat Daerah adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Daerah dalam menyusun
kebijgkan dan mengkoordingasikan dinas daerah dan lembaoga teknis daerah;

Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau:;

Desentralisasi adalah peyerchan wewenang pemernntchan oleh Pemerintah kepada
Daerah Ctonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari
Doerah ke Desa untuk melgksanakan tugas-tugas fertentu yang disertai pembiayaan,
sarang dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewqjiban melaporkan
pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan:
Otonomi Daerah odalah kewenangan Doerah Olonom untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurul  prakarsa  sendin berdasarkan  aspirasi
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Esslon adalah tingkatan dalam Jabatan Siruktural;

Staf Ahli adalah Siaf Ahli Bupcli yang melaksanakan tugas-tugas tertenty diluar tugas dan
fungsi perangkat daerah

Kelompok Jabalan fungsional adalah Kedudukcen yong menunjukkan tugas. tanggung
jowab daon hak seseorang Pegawal Negeri Sipil dalom satuan-satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu
serta bersitat mandir:

BAB I
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sexretariat Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB I

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1} Susunan Organisasi Sekrelanat daerah tergin dari :

a. Sekretars Daerah. membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tigaj Asisten;

b. Asisten. dan masing-masing Asisien membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat)
Bagian;

c. Bagian, dan masing-rmasing Bagian membawahi  sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub
Bagian;

d. Sub Bagion!

e. Stof Ahli; dan

Kelormpok Jabgtan Fungsionai.

—
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{2) Asisten. Bcgian., Sub Bagian dan Kelompok Jaobatan Fungsional sebagaimona dimaksud
pada pasal 3 ayat {1) Peraluran Daerah ini, jumlahnya ditentukan berdasarkan analisis
beban kerja dan peraturan yang berlaku;

{3) Struktur organisasi, tata kerja, rincian tugas pokok dan fungsi Sekretasiat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah,

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS!}
Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan wnsur Staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah,
berada dibowah dan bertanggung jowab kepoda Kepala Daerah;

Pasal 5

Sekretariat Deerah  mempunyai tugas dan kewgjipan membaniv Kepala Daerah dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pasal &

Untuk melaksanakan tugas dan kewqgjiban sebagaimana dimaksud Pasal § Peroturan Daeroh
ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

Penyusunan kebijckan Pemeriniahan Dacrah;

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah:
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;

Pembinaan administrosi dan aparalur pemerintahan daerah;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Q2000

BAB V
STAF AHLI
Pasal 7

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dopaf dibantu Staf Ahli Kepala Daerah yang
jumlahnya disesuaikan dengan kebutunon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
{1} Staf Ahli sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan daerah ini mempunyai tugas membaniu
Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dibutuhkon:

[2) Staf Ahli dalom melaksanakan tugas dan fungsinya secara adminsitralif, dikoordinir oleh
Sekretans Daerahn:

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Staf Ahli akan diatur oleh Kepala Daerah.



BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal ¢
Pada Sekretarict Daerah dapat ditelapkan  Kelompok Jabalan Fungsional sesuai dengan
kebutunan dan ketentuan peraturan perundang-undangon yang berlaku;
Pasal 10
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada Pasal ¢ Peraturan Daerah ini, mempunyai
tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang kechlicnnya masing-masing sesuai dengan
kebutuhan;
Pasal 11
(1] Kelompcek Javatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Peraturan Doerah ini
terdiri dari sejumlah tenoga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior selaku ketus kelompok yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris Caerah:
(2) Kelompok Jabaton Fungsional sebagaimana dimaoksud pada ayat (1] Pasal ini dopat
dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan beban kerjo dan

keahliannya;

{3) Pembinaon terhadop tenaga fungsional dilaksanokan sesuai dengan  perciuran
perndang-undangan yang berlaku,

BASB VII
TATA KERJA
" Pasaol 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekrelaris Daerah, Asisten, Kepala 8agian dan Kepala Sub
Bagian, Staf Ahii serta Kelompok Jabalan Fungsional menerankan prinsip koordinasi,
infegrasi dan sinkronisasi;

(2) Setiop pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan
bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan lugas bawahannya.

Pasai 13

(1) Setiap pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
don bertanggung jawob kepada altasannya masing-masing serta menyampaikan taporan
berkala tepat pada wakiunya;

(2} Setiap laporan yang ditedma oleh pimpinar satLan organisasi dari bawahannya wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk
memberkan petunjuk-petunjuk bagi bawahannya.

Pasal 14

Apcabila Sekretars Daerch berhalangan melaksanakan tugasnya, lugas Sekretaris Daeran
dilaksanakan oleh pejabat yong ditunjuk oleiy Kepala Caerah dengan memperhatikan Daffar
Urut Kepangkatan.



Pasal 15
Dalom hal pimpinan setiap unit-unit kerja Sekretaris Daerah berhalangan, lugos-tugasnyo

dilokukan oleh pimpinan unit ditunjuk oleh pejabatl yang berwenang dengan dengan
memperhatikan daftar urut kepangkaton.

BAB Vill
ESELON, PENCGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14
{1) Sekretars Daerah adalah jobatan struktural eselon Il.a.
{2} Asisten dan Staf Ahli adaloh jabatan steuktural eselon b,
(3) Kepola Bagian adalah labatan siruktural eseion lil.a.
(4) Kepala Sub Bagian adolah Jabatan stroktural eselon IV.a.
Pasal 17
[t} Sekretaris Daerah diangkal dan diberhentikan oleh Gubernur Kalimantan Barat dari
Pegawai Negen Sipll yang memenuhi syarat ofas usulan Kepala Daerah, sesuai pergiuran
perundang-undangan yang beilaku;
{2) Pejabat Struktural  Eselon [l dilingkungan Sekrefariat Daerah diangkat dan diberhentikan

oleh Kepala Doerah, setelah berkonsultasi secara fertulis dengon Gubernur Kalimantan
Barat,

{3) Pejabat Struktural Eselon IN dilingkungon Sekretariat Daeroh diangkal dan diberhentikan
oleh Kepala Daerah;

(4) Pejobat Struklural Eselon IV dilingkungan Sekrelarial Daeran dapar diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewewenangan dori Kepala Doerah;

(5} Pengangkatan Pejobat Struktural Eselon 1, Il dan IV dilingkungan Sekretariat Daerah,
mempertimbangkan syaral dan kompetensi jabalan yang teloh ditetapkan berdasarkan

hasil analisis jabatan dan peraturan yang berlaku.
[N

BAD X
PEMBIAYAAN
Pasal 18
Segala bigya yang diperdukan sebagai akibat dikelvarkannya Peraturan Daerah ini.
dibebankan kepada Anggaran Pendapaton dan Beianja Daerah.
BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Peraturon pelaksancan dari Peraturan Daerah ini yang bersifat teknis administrolif diatur
kemudian oleh Kepoia Daerah.



B

KETENTUAM ! JHA
Pasal 20
(13 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, 1ne oo uran (erah Kapupaten Sanggau
Nemor 1 Tahun 2001 tentong Pempentukan = win s Sekretariat Daerah

Kabupaten Sanggou dinyatakan lidak herlaki iogi,

{2) Sekretariat Daerah yang terbentuk berdasarkan e ilurarn | 1ol ini, harus sudah efektif
melcksanakon tugos dan fungsinyc balng lambal 1 {satu} tohun selelah berlakunya
Peraturan Daerah ini.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Doerah ini mulai berlaku pada iangy; cl I,

Agar setiap orang dapat mengetalhuiny:. | 1 coan 'eroluran Daerah
ini dengan psnempatannya dalam Lemb 1o u v
ttelapn an a0 Sanggau
‘ada tonggal @ 18 Desember 2007

BUPATI SANGGALU,
Ttd
TANSEN AKUN EFFENDY

Oi Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 28 Januari 2008

-
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAL

e

o

F. AND % G SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAN(5(
TAHUN 2008 NOMOR 18
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BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

{1} Dengan berdckunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabuparen Sanggaou
Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Sanggau dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Sekretanat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah int, harus sudah efektit
melaksanokan fugas dan fungsinyag paling iambat 1 {satu) tghun setelah berakunya
Peraturan Daerah ini.

BAB Xl

PENUYUP

Pasal 21

Perafuran Daergh ini mulai berlaku pada fanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaoten Sanggau.

Ditetapkan di  : Sanggau
Pada tanggal : 18 Dessmber 2007

BUPATI SANGGAU.
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

Oi Undangkan di ¢ Sanggau
Pada Tanggal 1 28 Januar 2008

»
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
Ttd
F. ANDENG SUSENO

LEMBARAN DAERAM KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 18

Untuk salinan yang s¢¥h sesuai dengan aslinya
Sekretagns Doerah,

—
Drs. F. ANDENG SUSENO, M.St

Perrbina’ Utamao Muda
NIP, Q10021997




